LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 552

TAHUN : 2001 SERI : A

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN ALAT KEPELABUHANAN

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

. a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Ren@smbh yang

penting guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  dan
pembangunan Daerah ;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001
tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan, perlu untuk menetapkan Tarif Pajak
Pengelolaan Alat Kepelabuhanan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran  ( Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493 ) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Peraira
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187)

8. Peraturan ......



8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LembararaNegar
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang arata C
dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 502) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 503) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Oraganisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengelola
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 519).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGELOLAA ALAT

KEPELABUHANAN.

BAB |
KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom beserta perBagkah Otonom yang
lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Serang.

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangaim Releupaten

Serang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Relgakmgan Daerah
Kabupaten Serang.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbetaame
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ataulDaatangan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayas@rgdnisasi

yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan tdrrgekidengan batas-
batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yaggndicen sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar rangtydnag
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjanghael serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiayatenmgaraan
pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk mgenunja
kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpanguldraraing,
keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.

9. Pelabuhan .............



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan
masyarakat umum.

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan
sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut DUK&ha@&rmaga dan
fasilitas pendukungnya yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri
guna menunjang kegiatan tertentu.

Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut
penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebiludaeiatathan ke
pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Usaha Penunjang Angkutan Laut adalah kegiatan usaha yang bersifat mgrikafgecaran
proses kegiatan angkutan laut.

Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Alat Apung adalatakegsaha untuk
menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut datetasdat apung
untuk pelayanan kapal.

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLKRhaaliddgah perairan
dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan
pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disebut DLIGR adayah
perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan urmgndy@ergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumBendigpatan Asli
Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerlemadain maupun dana
perimbangan.

Pajak Daerah adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atiam Repada Daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasagtararPer
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundarggond
yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat S&dd&h surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalalasgradigynakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajakeyatangy ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPdh admat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkBK8Kkadalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya Pajak yang terutang, jumlah Kredit jBajlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan yamg§ masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sefarmjisingkat SKPDKBT
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang tglkarditeta

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disBigR®LB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena juctitabaja&
lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingd®D8 adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengdnkjediaPajak, atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

27.Surat ......



27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adad@tustuk melakukan
tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Pengelolaan Alat Kepelabuhanan dipungut Pajak tzps kegiatan
penggunaan Alat Kepelabuhanan, yang meliputi Alat Mekanik dan Alat Bukan Mekanik.

Pasal 3
Obyek Pajak adalah setiap pengelolaan alat kepelabuhanan yang naddipuatiekanik dan non
mekanik oleh para pemilik Pelabuhan, baik Pelabuhan Umum, Pelabuhan KRE&SIES) dan
Dermaga untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).

Pasal 4
Dikecualikan dari Obyek Pajak yaitu pengelolaan alat kepelabohgang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima peambajas pengelolaan alat
kepelabuhanan.

BAB II1
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepdlda daematau
pengelola alat kepelabuhanan.

Pasal 7
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh prosen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8
(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tak $&)agaimana
dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagainssadipada pasal 6
Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9
Masa Pajak Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10 ........



Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pelayanan atas jispél&iuhanan.
Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan leagkap ser
ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepadas&apdiat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aatrdtliran Daerah ini,
Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, aidakkurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tga puluh) hari sejak SKPDndaitedikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dandéitagah menerbitkan
STPD.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksall IRasyat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ini diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainypajg terutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dilaitupgjak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 2gyinaempat)
bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan ldardiegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga s@bésafdua prosen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jankkapatng
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutangirtjhgecara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesdd® paluh lima
prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga s2¥éséiua
prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar ungfkik yeaktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkdmlaapgemukan data
baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambathampgjakla
yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar(d€1atos
prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN ........



(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

3)

(1)
(2)

@)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)
(2)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apafilah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pdg&ktérutang dan tidak ada
kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKRDi§Bk atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengsanbitikan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua) prosen sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayatakd)ikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yanguklioleh Bupati sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasilimeaer pajak
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam dalam waktu yang
ditentukan oleh Bupati.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diladkekgan
menggunakan SSPD.

Pasal 15
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangkuendgng
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pdsatusidilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua proser) dabul
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menundgsembmmajak
sampai batas waktu yang ditentukan dengan bunga 2 % (dua prosen) sebylenlalapajak
yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sedeatgmbayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 PBestahrini, diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajakkeiebleh
Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang segiagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo membayar

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat TegurarSatati Peringatan atau
surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat ......



@)

(1)

(2)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeludeka Pejabat yang
berwenang.

Pasal 18

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalamuwsgfiagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau sorgmg sejenis, jumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa segera seteléi |@ve puluh satu) hari
sejak tanggal dikeluarkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan ataursyeatgaejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2JarB4sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang berwenang segera menefitkd Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utakgysajsetelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah MelaksaPekgitaan, Pejabat yang
berwenang mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantdtdgeeamg

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan {eslgdesanaan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagijan CR&rah,
ditetapkan oleh Bupati.

(1)
(2)

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan pengukanigganan dan
pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebajaakand
ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

(1)

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.
Pasal 24

Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yangndadserbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan mianapan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dam kenaika
pajak yang terutang, dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanny

(2) Permohonan .....



(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dab SélfPagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara t@ehligv/ajib Pajak kepada
Bupati, atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tigd patulsejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yasg jela

(3) Bupati atau Pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) bulak s@jat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksuBayRupati atau Pejabat

yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminisygap dia
dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menungbarkewa
membayar pajak.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pafmpherwenang
atas suatu :

SKPD ;
SKPDKB ;
SKPDKBT ;
SKPDLB ;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus kissasgzara tertulis
dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggaD,SBRPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecaplabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadasm di |
kekuasaannya.

oo

(3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu palingll2nfdua belas) bulan
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pa( dyatima,
sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaiman&sdiangada ayat (3),
Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonatakeber
dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurgiakew
membayar Pajak.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengiketdalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didakden kewajiban
membayar Pajak

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ndiag babagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian latabnga, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebésdu@psosen ) sebulan
untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

BAB Xl ..o



BAB XllI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemipayakakepada
Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan dekaragya :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;

b. Masa Pajak ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak ;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling.Bafdaa belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagdimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Batpati Pejabat yang
berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan mambaya
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paiireg 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pendmpajak sebagaimana
dimaksud ayat ( 2 ), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utakg Pa
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu palia@ lédua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah MamKalebihan Pajak
( SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelahvaktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenamipeni&an imbalan bunga
sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak laahggaimana
dimaksud dalam pasal 28 ayat ( 4 ) Peraturan Daerah ini , parabaya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB Xl
KADALUARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui yaida 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajgix melakukan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggah: apabil
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.



BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SP@BDnangisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar semenggeéan
Keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)ratan da
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mdenggn tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar semmegggikan
Keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana penjara paling lamg faljduadan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dana(@jaPeDaerah ini tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak s#ahdgeya Pajak atau
berakhirnya Masa Pajak dan atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau beraldimny#ajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan PemerintahaBaliberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dae
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau lapdkandaer dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau lapsednttenenjadi
lengkap dan jelas ;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi daautdratang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah
tersebut ;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerabh;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyiddak pidana di
bidang perpajakan daerah ;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tenigpasaph
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataun dgdagne
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tipakna di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik .......
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dyauf@nyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalyidiReRejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam-undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Bagi para pengelola Pelabuhan Khusus (PELSUS) dan Dermaga untuk KemerSiewdiri
(DUKS), dalam penetapan tarifnya mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah seks@asédmbatnya 6
(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturaim iDaglengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkandi Serang
pada tanggal 28 Nopember 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

BUNYAMIN

DiundangkandiSerang
pada tanggal 29 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 552
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN ALAT KEPELABUHANAN

UMUM

Pelayanan alat kepelabuhanan merupakan kegiatan penyediaan damwapanye
peralatan sebagai penunjang angkutan laut dan pelayanan kapal yang mpeliplatian
mekanik dan non mekanik. Pelayanan peralatan kepelabuhanan diupayakan dapa
memperlancar kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan, seperti hedigiak bongkar muat
barang dan kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan alat kepelabuhanan.

Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntuk
untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraantgean yang
salah satu pembiayaannya bersumber dari Pajak Daerah. Seiring geriganbangan yang
semakin pesat dalam penyelenggaraan kepelabuhanan, perlu dibuataRPebaterah yang
mengatur Pajak Pengelolaan alat kepelabuhanan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, pelaksanaan pemungutag vya
dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten serang atas Pajak PengAlatadapelabuhanan,
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pajak ini
diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempayang
peningkatan pertumbuhan pembangunan dan perekonomian daerah.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturah Daer
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas
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Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bup#ti raehgurus
dan merngelola perpajakan daerah.

Pasal 18
Ayat (1)

Surat Paksa dipergunakan sebagai upaya agar tercapaikireiteaéedan efisiensi
penagiahan Pajak, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial dan memberi
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Rg&saga
dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dpbandi
banding.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19

Adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 20 ..........
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Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Bupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak bendmyanisa
Wajib Pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi
persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya)
meskipun persyaratan materiil terpenuhi.

Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isikefk@tapan dengan
membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitvagén
Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan
terjadi di luar kehendak Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajkik atau terkena
musibah bencana alam.

Ayat (3)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam raegka
administrasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak
menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih
mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
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Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalalP8aatlan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkanrata
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 28
Ayat (1), (2), (3),(4), (5) dan (6)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentahaéanyidik
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat agtdasPeraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
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